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EXECUTIVE SUMMARY 
1)  Pertumbuhan ekonomi masih berlanjut pada TW II – 2017 sebesar 

5,01% dengan pertumbuhan mulai merata, kecuali pengeluaran 
pemerintah. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi 
terutama didorong oleh Konsumsi LNPRT (8,49%yoy), 
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (5,35%yoy), dan 
konsumsi RT (4,3%yoy). Dari sisi sektor ekonomi, pertumbuhan 
ekonomi terutama didorong oleh Informasi dan Komunikasi 
(10,88%yoy) dan Jasa Lainnya (8,63%yoy) 

2)  Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas telah berhasil 
menurunkan kesenjangan dalam 2 tahun terakhir seperti tercermin 
rasio gini  yang terus mengalami penurunan dan mencapai titik 
terendah pada Maret 2017 sebesar 0,393. Meskipun jumlah 
penduduk miskin bertambah namun tingkat kemiskinan turun 
menjadi 10,64% pada Maret 2017. 

3)  Membaiknya ketimpangan disebabkan meningkatnya distribusi 
pengeluaran 40 persen kebawah dan 40 persen menengah 
sementara distribusi pengeluaran 20 persen keatas menurun pada 
Maret 2017. Distribusi pengeluaran 40 persen kebawah di 
perkotaan meningkat, sebaliknya pengeluaran 40 persen ke 
bawah di pedesaan menurun 

4)  Walaupun ketimpangan menurun tetapi ketimpangan masih 
tinggi. Ketimpangan terjadi pada kelompok kaya dan miskin 
tercermin dari rasio gini dan simpanan orang kaya masih 
mendominasi simpanan bank. Ketimpangan juga terjadi antar 
daerah dimana Jawa masih mendominasi ekonomi sementara 
daerah lain masih terbelakang khususnya Kawasan Indonesia 
Timur 

5)  Beberapa penyebab ketimpangan: a) permasalahan lahan,      
b) kualitas SDM yang rendah, c) kesempatan untuk kelompok 
bawah yang terbatas, d) permasalahan konektivitas sehingga 
banyak daerah terisolasi dari jangkauan pembangunan 

6)  Strategi mengatasi ketimpangan tersebut: a) pembangunan 
infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia seperti pembangunan 
pelabuhan, bandara, bus rapid transit, kereta api, jalan baru, 
listrik, bendungan, dan kilang minyak untuk mengatasi 
permasalahan konektivitas, b) reforma agraria, c) pendidikan 
vokasi, d) kesempatan yaitu reformulasi dan penajaman 
kebijakan pengembangan industri manufaktur, pariwisata, 
perdagangan dan perikanan, dan e) pemberian bantuan sosial 
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KONDISI PEREKONOMIAN 2017 
MENUNJUKKAN PERBAIKAN 
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Konsumsi RT Pembentukan 
Modal Tetap 

Domestik Bruto 

Ekspor  Impor Konsumsi 
Pemerintah 

Konsumsi 
LNPRT 

Pertumbuhan	  (%yoy)	   Distribusi	  (%)	  

Pertumbuhan Ekonomi (%) 

Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Tw II - 2017(%yoy) 

Pertumbuhan Menurut Sektor Tw II - 2017(%yoy) 

3.67	  
6.4	  

-‐2.53	  
8.14	  
8.63	  

3.86	  
5.07	  

0.9	  
-‐0.03	  

10.88	  
5.94	  

8.37	  
2.24	  

6.96	  
3.78	  
3.33	  
3.54	  

Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

Listrik dan Gas 
Jasa Perusahaan 

Jasa lainnya 
Real Estate 

Akomodasi dan Makan Minum 
Jasa Pendidikan 

Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 
Informasi dan Komunikasi 

Jasa Keuangan dan Asuransi 
Transportasi dan Pergudangan 

Pertambangan 
Konstruksi 

Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

Industri Pengolahan 

Distribusi	  (%)	  

Pertumbuhan	  
(%yoy)	  

§  Pertumbuhan ekonomi masih berlanjut pada TW II – 2017 sebesar 
5.01% dengan pertumbuhan mulai merata, kecuali pengeluaran 
pemerintah. 

§  Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh 
Konsumsi LNPRT (8.49%yoy), Pembentukan Modal Tetap 
Domestik Bruto (5,35%yoy), dan konsumsi RT (4.3%yoy) 

§  Dari sisi sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong 
oleh Informasi dan Komunikasi (10,88%yoy) dan Jasa Lainnya 
(8,63%yoy) 

Sumber:	  BPS	  



TINGKAT KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN 
TERUS MENURUN 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi telah berhasil menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan masih tinggi tetapi tren 
membaik seperti tercermin dari rasio gini yang terus mengalami penurunan dan mencapai titik terendah pada Maret 2017 sebesar 0,393. 

Meskipun jumlah penduduk miskin bertambah namun tingkat kemiskinan turun menjadi 10,64% pada Maret 2017.  
Baik kota dan desa juga mengalami penurunan masing-masing menjadi 7,72% dan 13,93% 
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10,70	   10,64	  
persen	   persen	  

Sept 2016 Maret 2017 

Tingkat Kemiskinan (%) 

Sumber:	  BPS	   8	  

0.393	  

0.32	  
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DISTRIBUSI PENGELUARAN 
 

17.02 

36.09 

46.89 

17.12 

36.47 

46.41 

40% kebawah 40% menengah 20% keatas 

Maret	  2016	   Maret	  2017	  

Membaiknya ketimpangan disebabkan meningkatnya distribusi pengeluaran 40 persen kebawah dan 40 persen menengah 
sementara 20 persen keatas menurun pada Maret 2017. Di perkotaan, distribusi pengeluaran 40 persen kebawah meningkat, sebaliknya 

pengeluaran 40 persen ke bawah di pedesaan menurun 

15.91 

36.74 
47.35 

16.04 

36.89 

47.07 

40%	  kebawah	   40%	  menengah	   20%	  keatas	  

Maret	  2016	   Maret	  2017	  

20.4 

38.5 41.1 

20.36 

39.65 39.99 

40%	  kebawah	   40%	  menengah	   20%	  keatas	  

Maret	  2016	   Maret	  2017	  

Perkotaan + Perdesaan 
Perkotaan 

Perdesaan 

Sumber:	  BPS	  
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NILAI TUKAR PETANI SEMAKIN MENURUN 
SALAH SATU PENYEBAB KETIMPANGAN 

Tingginya rasio gini di desa salah satunya disebabkan nilai tukar petani (NTP) yang menurun.  
NTP Juli 2017 menurun -0,83 persen dibandingkan rata-rata tahun 2016 

NTP (2012=100) % YoY 

2004 92,24 -3,73  

2005 90,73 -1,64 

2006 92,32 1,75 

2007 96,04 4,03 

2008 96,18 0,15 

2009 95,90 -0,29 

2010 97,73 1,91 

2011 100,43 2,76 

2012 100 -0,43 

2013 101,62 1,62 

2014 102,03 0,4 

2015 101,59 -0,43 

2016 101,49 -0,1 

Juli 2017 100,52 -0,83 

-1.64 

1.75 

4.03 

0.15 

-0.29 

1.91 

2.76 

-0.43 

1.62 

0.4 

-0.43 
-0.1 

-0.83 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Juli 2017 

Pertumbuhan NTP (%) 

Sumber:	  BPS	  (diolah)	   8	  



ADANYA KETIMPANGAN YANG DIRASAKAN 
OLEH MASYARAKAT KELAS BAWAH 
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Pendapatan	  Per	  Kapita	  (USD)	   KeJmpangan	  -‐rhs	  

Pendapatan per kapita naik, namun ketimpangan orang kaya 
dan miskin masih tinggi, dengn tren membaik 

Perbankan nasional dikuasai  
pemegang simpanan diatas 1 miliar 

Simpanan	  Rp	  >	  	  5	  M	  
	  

Rp	  2.443	  Triliun	  (47,6%)	  
Dari	  88	  ribu	  rekening	  (0,04%)	  

	  
Simpanan	  Rp	  1-‐5	  M	  

	  
Rp	  851	  Triliun	  (16,6%)	  

Dari	  411	  ribu	  rekening	  (0,19%)	  
	  

Simpanan	  Rp	  <	  100	  juta	  
	  

Rp	  724	  Triliun	  (14,1%)	  
Dari	  212	  juta	  rekening	  (97,98%)	  

Simpanan	  Rp	  100	  juta-‐1M	  
	  

Rp	  1.112	  Triliun	  (21,7%)	  
Dari	  3,9	  juta	  rekening	  (1,79%)	  

9	  

Sumber:	  LPS,	  Juni	  2017	  

Sumber:	  BPS	  



KETIMPANGAN ANTAR DAERAH 
Ketimpangan ekonomi juga terjadi pada ekonomi antar daerah. Penyumbang terbesar perekonomian Indonesia masih didominasi 

pulau Jawa yang mencapai 58,5 persen terhadap PDB sementara Sumatera menyumbang 22 persen, Kalimantan 7,9 
persen, Sulawesi 6,0 persen, Bali & Nusa Tenggara 3,1 persen, serta Maluku & Papua hanya 2,5 persen. Ketimpangan tersebut terjadi 

karena pusat pembangunan lebih banyak bertumpu di pulau Jawa 

10	  

SUMATERA	  

22%	  
KALIMANTAN	  

7,9%	  

JAWA	  

58,5%	  

SULAWESI	  

6,0%	  

MALUKU	  &	  PAPUA	  

2,5%	  

BALI	  &	  NUSA	  TENGGARA	  

3,1%	  

Sumber: BPS (diolah) 



SUMBER UTAMA KETIMPANGAN 

Ketidakadilan dalam 
pasar tenaga kerja/
kesempatan usaha 

Lemahnya rantai nilai 
diantara sektor usaha 

Permasalahan 
konektivitas 

3 

Ketimpangan 
penguasaan lahan dan 

tanah 

4 

2 1 

4 Faktor Ketimpangan 

*Asumsi 1 keluarga mendapatkan antara 1 – 2 Ha 
**Termasuk land bank 

1

3

57

2

4

6

8

10

9

Reforma Agraria

Perkebunan

10 PILAR
KEBIJAKAN EKONOMI BARU

Pertanian
(Landless Farmer)

Nelayan & Budidaya
Rumput LautManufaktur 

& ICT

Urban Poor & 
Perumahan 
Terjangkau

Sistem Pajak 
Berkeadilan

Retail & Pasar

Pembiayaan &
Anggaran

Pemerintah

Vokasi,
Entrepreneurship,

Pasar Tenaga 
Kerja

Pemilikan lahan untuk 14.4 
Juta RT Tani landless KUR produksi pertanian, perburuan, 

dan kehutanan per Juli 2017 
mencapai 23% 

Usaha mikro  
mendominasi 91% dari  
total seluruh usaha, namun nilai 
tambahnya hanya 6% 

Penggangguran ~7 juta 
jiwa di tahun 2017 

Single komoditas 
menguasai lebih dari 13 
juta Ha** dari 24 juta Ha 
total lahan perkebunan 

4,5 – 9 juta jiwa rakyat yang tidak 
memiliki akses terhadap lahan* 

643 ribu RT perikanan laut & 160 
ribu RT petani rumput laut 

13.5 Juta KK yang tidak memiliki 
hunian. Fokus pada 10 kota 
megapolitan 

Pangsa pasar modern naik 
dari 25,2%(2002) – 44,2% 
(2011) sementara pasar 
tradisional semakin 
menyusut 

Penerimaan pajak transaksi dari sektor properti hanya 
mencapai 25% dari seharusnya 

BERKEADILAN	  KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI 
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STRATEGI  
PENGURANGAN KETIMPANGAN 



KERANGKA KEBIJAKAN EKONOMI 

•  Reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 
menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis 
pekerjaan.  Dimulai dari sektor industri, diikuti sektor 
jasa dan pertanian, melalui kerjasama Pemerintah, 
BUMN dan Swasta.  

•  Kewirausahaan untuk mendorong terciptanya 
pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai daya 
saing. Mendorong pelaku usaha mikro dan kecil 
berkembang menjadi pelaku usaha menengah dan 
besar. 

Reformulasi dan penajaman 
kebijakan pengembangan industri 

manufaktur, pariwisata, 
perdagangan dan perikanan 

Membangun 
infrastruktur 

strategis dan 
prioritas: 

pelabuhan, 
bandara, bus 
rapid transit, 

kereta api, jalan 
baru, listrik, 

bendungan, dan 
kilang minyak 

Akses terhadap 
lahan 

Kesempatan 
Bekerja/ 

Berusaha 

Infrastruktur 
Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

Kebijakan 
Ekonomi 
(Quick Win)	  5	  

•  Melaksanakan reforma agraria dan hutan sosial melalui pendekatan 
klaster, berbasis komoditi unggulan di KBI maupun KTI 

•  Redistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah 
•  Sertifikasi dalam rangka legalisasi aset 
•  Implementasi kebijakan LP2B 
•  Menyediakan hunian penduduk miskin perkotaan. 

15	  

Bantuan Sosial 

Mentransformasi skema subsidi secara 
bertahap menjadi bantuan tepat sasaran, 
tepat waktu, dan tepat jumlah, serta 
menyatukannya dengan semua bentuk 
bantuan sosial 



STRATEGI KEBIJAKAN MENGATASI KETIMPANGAN 

16	  

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KE SELURUH DAERAH 

Pencari Kerja dan Pengusaha UMKM Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 
UMKM Ritel Perkotaan 

Kebijakan Pemerataan Ekonomi 

Industri 

Industri Dasar : Besi/Baja, Petrokimia, 
dan  Kimia Dasar 

Industri Hilirisasi SDA, Agro, dan 
Mineral 

Lahan Kesempatan Kapasitas SDM 

TARGET : 

Pariwisata 

10 Destinasi Pariwisata 

Kebijakan Bebas Visa (169 
Negara) 

Infrastruktur 

245 Proyek Strategis 
Nasional dan 2 Program* 

Kawasan Ekonomi 

11 Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) 

Kawasan Industri 

*) Program Kelistrikan dan Program Pesawat Jarak Menengah 

Petani dan Nelayan Miskin 

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Paket-
paket kebijakan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing, memperkuat kawasan ekonomi, 

membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung kebijakan pemerataan ekonomi. 



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

17 17 

Enggano	  

KertajaY	  

Singkawang	  

Muara	  Teweh	  

Miangas	  

Maratua	  

Tojo	  Una-‐Una	  

Pohuwato	  

Moa	  

Namniwel	  

Taria	  

Kenyam	  

Aboy	  

Sultan	  	  
Hassanuddin	  

Banda	  Aceh	  

Belawan	  

Kuala	  Tanjung	  

Dumai	  
Batam	  

Pangkal	  
Pinang	  

PonYanak	  

Panjang	  

Padang	  

Tj.	  Priok	  

Cilacap	  

Tj.	  Perak	  

Lombok	  

Kupang	  

Palangkaraya	   Banjarmasin	  

Makassar	  

Maloy	  

Bitung	  

Halmahera	  

Sorong	   Jayapura	  

Merauke	  

Ambon	  

Koroway	  
Batu	  

•  Membangun 24 
pelabuhan baru 

•  Membangun 60 
pelabuhan 
penyeberangan 

•  Meningkatkan jumlah 
kapal pengangkut 

•  Pembangunan 15 
bandara baru 

•  Meningkatkan jumlah 
penerbangan perintis 
untuk meningkatkan 
konektivitas antar daerah 

•  Membangun 2.650 km 
jalan baru 

•  Membangun 1.000 km 
jalan tol baru 

•  Membangun 2.159 km kereta 
api perkotaan 

•  Membangun 1.099 km kereta 
api antar kota 

•  Membangun Bus Rapid 
Transit di 29 kota  

•  Membangun MRT di 6 
metropolitan dan 17 kota 
besar 

•  Mencapai target rasio 
elektrifikasi sebesar 
97,2% pada tahun 2019 

•  Membangun pembangkit 
listrik dengan total 
kapasitas 35.000 MW 

•  Membangun kilang minyak 
baru dengan kapasitas 
2x300,000 barel 

•  Meningkatkan kapasitas 
kilang eksisting di Cilacap 
dan Balongan 

Logistik 

Lokasi 24 pelabuhan baru & 15 bandara baru 

•  Membangun 33 bendungan 
baru dan 30 PLTA 

•  Meningkatkan sistem irigasi 
seluas 1 juta ha 

•  Merehabilitasi sistem irigasi 
eksiting  

Sumber:	  Bappenas	  

Energi 

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur 
dalam RPJMN 2015-2019 di seluruh wilayah Indonesia 



61	   24	  
27	  

13	  

15	  

Proyek	  

Proyek mencakup 15 sektor proyek serta 2 sektor program

7	  
IRIGASI	  IRIGASI	  

LISTRIK	   1	   PROGRAM	   INDUSTRI	  
PESAWAT	   1	   PROGRAM	  

74	   12	  6	  4	  7	  54	  9	  3	  3	  30	  8	  10	  23	  

93	  
10	  
1	  
12	  
2	  

Proyek	  

Program	  

Rp638	  T	   Rp564	  T	  
Rp155	  T	  

Rp444	  T	  

Rp1.320	  T	  

Rp11	  T	  

Rp1.065	  T	  

PENGELOLAAN	  
AIR	  

1	   1	  
TANGGUL	  LAUT	  

Pr
oy

ek
 

Pr
og

ra
m

 

PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL 
MELALUI PERPRES NO. 3/2016 J.O PERPRES NO. 58/2017, MENCAKUP 245 PROYEK + 2 

PROGRAM, TERMASUK PROGRAM KETENAGALISTRIKAN 35.000 MW 
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Program Nilai	  Bantuan	  (Rp) 
Rata-‐Rata	  Nilai	  

Bantuan	  Per	  Bulan	  	  
Per	  RT/KK 

Total	  (Triliun	  Rp) Mekanisme	  Pembayaran 

Rastra: 21,4	  

Subsidi	  Rastra 15	  kg/bulan/RT 110.000 19,8 Diantar	  langsung	  	  
ke	  penerima 

Rastra	  Non	  Tunai 110.000/bulan/RT 110.000 1,6 Penyaluran	  Rastra	  melalui	  
voucher	  elektronik	  (uji	  coba 

Bantuan	  Kesehatan:	  PBI-‐JKN/
Penerima	  Bantuan	  Iuran-‐Jaminan	  
Kesehatan	  Nasional 

Rp.	  23.000/bulan/jiwa 115.000 26 

Bantuan	  Pendidikan:	  PIP/Program	  
Indonesia	  Pintar 

•  SD	  sederajat	  450	  ribu/tahun/anak	  
•  SMP	  sederajat	  750	  ribu/tahun/anak	  
•  SMA	  sederajat	  1	  juta/tahun/anak 

137.309 10,82 Rekening	  
bank	  reguler 

PKH 1.890.000/tahun/Keluarga	  Sasaran 157.500 11,3 
Tunai	  melalui	  	  
PT	  Pos	  	  dan	  LKD	  Berbasis	  
Bank	  (Pilot) 

Subsidi	  Listrik 161.637 45 Tunai	  Melalui	  	  
PT	  Pos	  	  dan	  LKD	  (Pilot) 

BANTUAN SOSIAL 
Subsidi dan bantuan sosial pada APBN 2017 mencapai 114,5 triliun yang terdiri dari Rastra (21,4 triliun), Bantuan Kesehatan   

(26 triliun), Bantuan Pendidikan (10,8 triliun), Program Keluarga Harapan (11,3 triliun), dan Subsidi Listrik (45 triliun) 
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Perbaikan 
kesejahteraan 
masyarakat 
tersebut tidak akan 
berkelanjutan jika 
tidak didukung 
dengan kebijakan 
pemerataan 
ekonomi 

KEBIJAKAN 
PEMERATAAN 

EKONOMI 

Lahan 

Kesempatan 

Kapasitas SDM 

A

B

C

Urban Poor & 
Perumahan Terjangkau 

Ritel dan Pasar 

Perkebunan 

Pembiayaan dan 
Anggaran Pemerintah 

Manufaktur dan ICT 

Pertanian 
(Landles Farmer) 

•  Penetapan LP2B untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh non-pertanian 
•  Land consolidation untuk sawah 
•  Riset bibit, sarana pasca panen, sinergi logistik, dan pasar bibit, alsintan dan saprodi lain 

•  Social Housing 
•  Housing financing 
•  Land bank dan harga tanah yang terjangkau 
•  Pemerintah menegakkan kebijakan tata ruang  

•  Pendataan dan penegakan aturan lahan kelapa sawit termasuk pendataan land bank 
•  Pendataan dan penetapan kebijakan replanting komoditi perkebunan lainnya 
•  Mengkorporasikan koperasi yang didukung swasta dan BUMN dengan tujuan meningkatkan nilai tambah 
•  Dukungan riset, sinergi pasar, off-taker hasil bumi, dan rantai nilai hilirisasi 

•  Mengembangkan industri dengan basis SDA dan rantai nilai 
•  Memperkecil gap bunga pembiayaan perusahaan besar dan perusahaan kecil 
•  Melindungi segmen pasar tertentu dari bisnis terintegrasi dan bermodal kuat 

•  Penataan dan pendataan dari pasar tradisional / modern, toko tradisional dan toko 
modern 

•  Pengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modern 
•  Kewajiban menyerap produk setempat 
•  Fair access ke dalam sistem distribusi 
•  Penyempurnaan sistem KUR ke arah pembiayaan usaha yang non-bankable 
•  Program pengadaan yang lebih aksesible untuk pengusaha menengah ke bawah 

Reforma Agraria 
•  Pembagian akses lahan yang adil kepada seluruh masyarakat 
•  Penetapan prioritas penerima TORA berdasarkan rasio gini tanah, kemiskinan, kebutuhan lahan 
•  Pengembangan usaha pertanian dengan metoda aglomerasi atau cluster 

Nelayan & Budidaya 
Rumput Laut 

•  Integrasi nelayan dan rumput laut 
•  Aquaculture dan rantai nilai nelayan 
•  Investasi swasta untuk pengolahan dan off-taker rumput laut 

Vokasi, 
Entrepreneurship dan 
Pasar Tenaga Kerja  

•  Identifikasi dan prioritasi sektor, sub-sektor industri unggulan dan profesi 
•  Skema job matching antara industri dan vokasi 
•  Early childhood intervension  
•  Fokus pada skill, collaborative, flexibility dan impact (bukan semata-mata gelar) 

Sistem Pajak 
Berkeadilan 

•  Pajak progresif, capital gain tax dan unutilized asset tax 
•  Belanja pemerintah yang berkadilan 
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Reforma Agraria 

LEGALISASI ASET  
(4,5 Juta Ha)  

REDISTRIBUSI TANAH  
(4,5 Juta Ha)  1	   2	   LEGALITAS AKSES  3	  

SKEMA 1 SKEMA 2 SKEMA 4 SKEMA 5 SKEMA 6 

Tanah Transmigrasi 
Belum Bersertipikat  

(0,6 Juta Ha) 

PRONA HGU Terlantar dan 
Tanah Terlantar  

(0,4 Juta Ha)  

Pelepasan Kawasan 
Hutan  

(4.1 Juta Ha) 

Pemberian Akses 
Pengusahaan Hutan 

dalam periode tertentu 
(12.7 Juta Ha) 

TORA Perhutanan Sosial 

(3,9 Juta Ha) 

Lahan 
Transmigrasi 
Lama 342,344 

bidang 
(220.000ha) 

Lahan 
Transmigrasi 
Baru 567.124 

bidang 
(380.000ha) 

Lahan 
Perhutani dan 

Inhutani 
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Lahan dari 
KLHK 

3A 3B 

2A 2B 1A 1B 

TARGET REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL 



TERIMA KASIH 
Kementerian	  Koordinator	  Bidang	  Perekonomian	  	  

2017	  



Lampiran 



“Kami akan melanjutkan untuk 
reformasi ekonomi, melanjutkan untuk 
menyederhanakan peraturan bisnis dan 
investasi serta melanjutkan untuk 
membuka kerja sama ekonomi 

 
Presiden Joko Widodo, Mei 2016 

AREA 
REFORMASI 6

MENINGKATKAN 
IKLIM INVESTASI 

1 2 3 4 5 6 

MENDORONG DAYA 
SAING INDUSTRI 

MENINGKATKAN 
EFISIENSI 
LOGISTIK 

PROMOSI 
PARIWISATA 

STIMULASI 
EKSPOR 

MEMPERKUAT 
DAYA BELI 

MASYARAKAT 

PAKET KEBIJAKAN 
EKONOMI 15 MENCAKUP	  
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Kuala Tanjung Landak 

Tanggamus Kendal 

Tanah Kuning Morowali Buli, Halmahera Timur Bintuni Ketapang 

Batulicin 

Jorong 

Konawe Gresik Tanjung Buton Wilmar Serang Bantaeng 

25 25 

MENGURANGI KETIMPANGAN WILAYAH INDONESIA: 
PEMBANGUNAN 16 ZONA INDUSTRI 



MENGURANGI KETIMPANGAN WILAYAH INDONESIA: 
PEMBANGUNAN 11 KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) 

KEK	  Pariwisata	  

KEK	  Manufaktur	  

Hingga 31 Juni 2017, Pemerintah 
telah mendirikan 11 KEK:  
7 KEK Manufaktur 
4 KEK Pariwisata 

Arun Lhoksumawe Sei Mangkei Tanjung Api-api Maloy Batuta Trans Kalimantan 

Tanjung Lesung 

Tanjung Kelayang 
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Mandalika Morotai 

Bitung 

Palu 

Sorong 
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Danau Toba Kepulauan Seribu 

Labuan Bajo 

Wakatobi Morotai Tanjung Kelayang 

Borobudur Bromo Tengger Semeru Mandalika Tanjung Lesung 

27 27 

MENGURANGI KETIMPANGAN WILAYAH INDONESIA: 
PEMBANGUNAN 10 KAWASAN PARIWISATA 



MENGURANGI KETIMPANGAN WILAYAH INDONESIA: 
PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN 35.000 MW 
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Sumber: BPN, 2013 

Secara	  operasional	  
didefinisikan	  sebagai	  menata	  kembali	  
sistem	  poliJk	  dan	  hukum	  pertanahan	  
berdasarkan	  Pancasila,	  UUD	  1945	  dan	  

UUPA.	  	  

Penataan	  kembali	  penguasaan,	  
pemilikan,	  penggunaan	  dan	  

pemanfaatan	  tanah	  berdasarkan	  
hukum	  dan	  peraturan	  perundangan	  

pertanahan	  	  

Penyediaan	  akses,	  termasuk	  didalamnya	  
adalah	  penyediaan	  sumber-‐sumber	  ekonomi,	  

pengetahuan,	  dan	  teknologi	  untuk	  
mengembangkan	  kemampuan	  dalam	  
mengelola	  tanahnya	  sebagai	  sumber	  

kehidupan	  

Kem ATR/ BPN K/L dan Pemda Terkait 

REFORMA	  
AGRARIA	  

Asset	  
Reform	  

Access	  
Reform	  

Reformasi agraria ditujukan tidak terbatas pada penataan ulang pemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan, 
melalui redistribusi kepemilikan dan penguasaan lahan, tetapi ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada 
masyarakat, melalui kelompok tani, atas terbentuknya tatanan sosial/ekonomi baru di pedesaan – desa-desa dibangun 
dan lahan dimiliki bersama. 

KONSEP REFORMA AGRARIA (1/2) 
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§  Strata title atas konsolidasi lahan (50 Ha) 
ü  Sertifikasi lahan negara strata-title kepada 

kelompok tani (50 KK) 
ü  Setiap KK berhak atas kepemilikan lahan 1 Ha 

§  Tidak diperjualbelikan 
ü  Kelompok tani memiliki bukti hak milik 
ü  Tidak diberikan koordinat atas hak milik 
ü Dilarang dijual 

§  Pengelolaan oleh kelompok 
ü  Kelompok tani dibina dengan pendekatan 

“korporasi koperasi” 
ü  Ada pendampingan dari “Agen Perubahan” 

TORA Kelompok Petani  

Tatanan Sosial Baru 
“Desa dibangun dan 
Tanah dimiliki bersama” 

Diberikan hak 
alas atas tanah 

30 

§  Lahan transmigrasi belum bersertifikat 
§  PRONA 

§  Lahan hasil penyelesaian konflik 

§  Ex-HGU/HGB dan tanah terlantar 
§  Pelepasan kawasan hutan (20% 

Plasma, Pencadangan Pangan dsb) 
§  Perhutanan Sosial 

§  Tanah yang dikelola desa 

*)	  PRONA:	  Proyek	  Operasi	  Nasional	  Agraria	  yaitu	  tanah-‐tanah	  yang	  memenuhi	  persyaratan	  penguatan	  hak	  atas	  tanah	  (misalnya	  tanah	  hibah	  perusahaan)	  

KONSEP REFORMA AGRARIA (2/2) 
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